Judul Produk Pelayanan	: Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Barang yang Dikuasai Negara (BDN)
Nomor KEP			: KEP-117/BC/2025
Nomor Produk			: 010

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
Pelayanan
	1.  Keberatan   atas   penetapan   status   sebagai   BDN   dapat
diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman penetapan status BDN;
2.  Keberatan diajukan kepada Menteri u.p. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan melalui Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan yang menetapkan keputusan barang dikuasai negara;
3.  Surat Permohonan Keberatan dibuat sesuai dengan contoh format	yang      terdapat      pada      Lampiran      PMK
178/PMK.04/2019;
4. Melampirkan Fotokopi keputusan mengenai penetapan barang impor/barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara beserta data pendukung lainnya terkait keberatan yang menguatkan keberatannya.

	2.
	Sistem,
Mekanisme dan Prosedur
	1.  Pemohon  mengajukan  Surat  Permohonan  Keberatan  dan
lampirannya ke kantor yang menetapkan keputusan barang dikuasai negara;
2. Permohonan diteruskan oleh Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan kepada Direktur Keberatan Banding dan Peraturan di Kantor Pusat DJBC.
3. Direktur Keberatan Banding dan Peraturan melakukan penelitian dan memberikan keputusan.
4.  Apabila permohonan disetujui Direktur Keberatan Banding dan Peraturan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembatalan Status Barang Impor atau Barang Ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara;
5.  Apabila  permohonan  ditolak  Direktur  Keberatan  Banding dan Peraturan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penolakan Pembatalan Status Barang Impor atau Barang Ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.
6.  Apabila keputusan tidak diberikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan keberatan diterima maka keberatan diterima dan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembatalan Status Barang Impor atau Barang Ekspor sebagai Barang yang Dikuasai Negara.

	3.
	Jangka
Waktu
Penyelesaian
	Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal tanda terima
berkas  permohonan  keberatan diterima secara  lengkap  dan benar sampai Direktur Keberatan Banding dan Peraturan menandatangani Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Penolakan.

	4.
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5.
	Produk
Pelayanan
	Keputusan  Menteri  Keuangan  mengenai  Pembatalan  Status
Barang  Impor  atau  Barang  Ekspor  sebagai  Barang  yang
Dikuasai Negara atau Surat Penolakan.

	6.
	Penanganan
Pengaduan, Saran,     dan Masukan
	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke e-mail pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke  (021)  4890966  dan  Surat  d.a.  Direktur  Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui	Unit  Kepatuhan  Internal  di  Unit  Kerja  yang bersangkutan atau melalui saluran pengaduan masing- masing unit kerja.




